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a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 

134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Kota 

serta Pasal 153 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur, maka dipandang perlu membentuk 
Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada  huruf a perlu  ditetapkan dengan 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 

 

1. Undang-Undang Nomor  54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 3903), 

sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor  54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 



   

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5234); 

   
3. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578);  

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan 

Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6197);  

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);  
 

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kebupaten tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 

 
Memperhatikan     

   
: 

 
1. Surat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 

27 September 2018 tentang Usulan Anggota Fraksi 

untuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 
 

2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang 
Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur. 
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: 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 

RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG 

TIMUR. 
 

Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum pada 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 
 

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 
2. Bila dipandang perlu panitia khusus dapat 

mengadakan konsultasi ke Pemerintah Provinsi 

dan/atau Pemerintah Pusat. 

3. Menyampaikan laporan hasil pembahasan pada sidang 
paripurna internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

yang dijadikan bahan bagi Fraksi-fraksi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur dalam penyampaian pandangan akhir fraksi. 

 

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 

Anggaran 2018. 
 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
                   Ditetapkan di Muara Sabak 

                   pada tanggal   28  September 2018 

 
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

             KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

 
ttd 

 
MUHAMMAD ARIS 



 

Lampiran  

 
 

 

 

 
 

 

: 

 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah     Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur 
Nomor 

Tanggal 

Tentang 

 
 

: 

: 

: 

10  Tahun  2018 

28  September  2018 

Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 

Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
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